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TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Peneliti Terdahulu 
   Jurnal penelitan dengan judul “Evaluasi Pemungutan Cukai Hasil 
Tembakau Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai 
Tipe Madya Cukai Malang”. Diteliti oleh Masgirang Romadhon pada 
tahun 2016. Dimana penelitian ini membahas mengenai sistem 
pemungutan Cukai dan tarif yang diberlakukan untuk pengenaan cukai 
diKota Malang. 
 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Masgirang Romadhon ialah 
pelaksanaan pemungutan pada KPPBC TMC Malang yang belum 
berjalan secara optimal, dan adanya trouble dalam pemungutan sistem 
online. Yang  menjadi penghambat dalam upaya KPPBC TMC Malang 
dalam meningkatkan kualitas pelayanan supaya target dapat tercapai 
secara maksimal. 
  Penelitian serupa dilakukan oleh Yuliastri Makalare tahun 2017 
dengan judul penelitian “Analisis Sistem Penyediaan Pemesanan Dan 
Pelekatan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Pada Kantor 
Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Manado”. Hasil penelitian ini 
menyatakan bahwa Prosedur Penyediaan, Pemesanan dan Pelekatan 
Pita Cukai MMEA pada KPPBC Kota Manado sudah sesuai dengan 
Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang berlaku, namun masih 
terdapat beberapa kekurangan dalam pelayanan teknis. 
Yaitu masih banyak prosedur pelayanan yang belum dipahami oleh 
pengusaha MMEA. Dan juga Sistem Pengawasan dan Pengendalian 
dalam penyediaan, pemesanan, dan pelekatan pita cukai belum begitu 
baik karena masih terdapat 6.924 (enam ribu Sembilan ratus dua puluh 
empat ribu) botol MMEA dinyatakan illegal, karena dibuat dengan 
tidak memiliki izin produksi, tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai 
palsu, menggunakan pita cukai bekas, menggunakan pita cukai yang 
bukan haknya, menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan jenis 
dan golonganya serta membuat MMEA yang mengandung bahan-
bahan yang berbahaya bagi manusia. 
Dari hasil penelitian terdahulu bisa dilihat bahwa pemungutan 
Cukai Hasil Tembakau belum optimal sehingga dalam pecapaian target 
juga belum maksimal, dan juga sistem pengawasan dan pengendalian 
dalam pemesanan, dan pelekatan pita cukai belum begitu baik 
dikarenakan masih terdapat 6.924 MMEA yang dinyatakan illegal. Hal 
ini akan sangat mempengaruhi pendapatan cukai dalam pencapaian 
target tahunan, apabila sistem pemesanan pita cukai dan pengawasan 
yang kurang maksimal.  
 Hal ini tentunya akan mempengaruhi jumlah piutang yang tidak 
tertagih oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. 
Berdasarkan uraian penelitian terdahulu persamaan dengan penelitian 
penulis yaitu terletak pada pemungutan Cukai yang belum optimal, 
sehingga akan menyebabkan Utang Cukai yang tak teragih semakin 
besar. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu 
adalah penelitian saat ini  menjelaskan penagihan administratif dan 
aktif pada KPPBC TMC Malang pada saat melakukan penagihan utang 
cukai. Dimana peneliti terdahulu hanya berfokus pada realisasi target 
yang yang dicapai dalam pelaksanaan pemungutan cukai yang belum 
optimal.  
 
B. Teori dan Kajian Pustaka 
a. Pengertian Cukai 
Cukai merupakan pungutan Negara dan berbentuk pajak 
tidak langsung yang dibayarkan atas pembelian barang yang 
spesifik yang sering disebut barang kena cukai (Purwito, 
2014:408). 
Cukai merupakan pungutan Negara yang dikenakan 
terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan/atau 
karakteristik yang telah ditetapkan dalam undang-undang. 
(Undang-undang no 39 tahun 2007 atas Undang-undang no 11 
tahun 1995). 
Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari: 
1) Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan 
yang digunakan dan proses pembuatannya; 
2) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar 
berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan 
dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang 
mengandung etil alkohol; 
3) Hasil tembakau, yang meliputi cerutu, sigaret, rokok daun, 
tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan 
tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti 
atau bahan pembantu dalam pembuatannya. 
b. Barang Kena Cukai  
Barang Kena Cukai adalah barang-barang yang mempunyai 
sifat atau karakteristik yang: 
1) Konsumsinya perlu dikendalikan 
2) Peredaranya perlu diawasi 
3) Pemakaianya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat 
atau lingkungan hidup. 
4) Atau pemakaianya perlu pembebanan pungutan Negara demi 
keadilan dan keseimbangan (Undang-Undang Cukai,2007). 
c. Penanggung Cukai 
Penanggung Cukai ialah orang pribadi atau badan yang 
bertanggung jawab atas pembayaran cukai, Sanksi administrasi 
berupa denda dan/ atau bunga, termasuk wakil yang menjalankan 
hak dan memenuhi kewajiban cukai termasuk Pengusaha 
Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) menurut Undang-Undang 
Kepabeanan Penagihan Cukai 
d. Penagihan Cukai 
Penagihan Cukai merupakan tindakan agar penanggung 
cukai melunasi utang cukai, biaya penagihan cukai, dengan 
menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika 
dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan 
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan 
penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita 
(PMK.04,2013). 
e. Utang Cukai 
Utang Cukai ialah pajak yang berupa bea masuk dan/atau 
cukai yang harus dibayar, termasuk sanksi administrasi yang 
berupa denda dan/atau bunga berdasar pada Undang-Undang 
Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai. (PMK.04,2013). 
f. Surat Tagihan dan Teguran 
Surat Tagihan yang selanjutnya disebut STCK-1 
merupakan surat berupa ketetapan yang digunakan untuk 
melakukan tagihan utang cukai atas utang cukai yang tidak dibayar 
pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa 
denda, dan/atau bunga. Surat teguran (STCK-1) diterbitkan oleh 
Kepala Kantor Pelayanan atau pejabat yang ditunjuknya, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
1) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya 
jangka waktu penundaan atau pembayaran utang cukai berkala; 
2) Untuk kekurangan Cukai, dalam jangka  waktu 1 (satu) hari 
kerja setelah ditemukannya kekurangan cukai; dan/ atau 
3) Untuk  sanksi administrasi berupa denda, dalam jangka waktu 
1 (satu) hari kerja setelah ditemukannya pelanggaran yang 
dikenai sanksi administrasi berupa denda. 
Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat 
untuk menegur atau memperingatkan penanggung bea masuk 
dan/atau Cukai untuk melunasi utang Bea Masuk dan/atau Cukai, 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah 
(PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) yang tercantum dalam 
surat penetapan yang tidak dibayar pada waktunya (PMK.04, 
2013). 
Surat Teguran dibidang cukai yang selanjutnya disebut 
dengan STCK-2 merupakan surat yang diterbitkan oleh kepla 
kantor dan/atau pejabat untuk menegur atau memperingatkan 
penanggung cukai untuk melunasi utang cukai yang tidak dibayar 
pada waktunya, kekurangan Cukai yang tidak dibayar pada 
waktunya, kekurangan cukai yang tidak dibayar pada waktunya, 
kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau 
bunga (PMK.04, 2013). 
Penagihan Cukai  terlebih dahulu dengan menerbitkan 
Surat Teguran (STCK-2) oleh kepala kantor dan/atau pejabat yang 
ditunjuk. Surat Teguran (STCK-2) sebagaimana dimaksud, tidak 
diterbitkan terhadap penanggung Cukai yang telah: 
1) Disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang 
Cukai. 
2) Melunasi utang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak  
Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan 
(PPh). 
3) Mengajukan keberatan dan/atau 
4) Mengajukan banding. 
STCK-2 akan diterbitkan paling cepat 7 (tujuh) hari, terhitung 
setelah tanggal jatuh tempo pelunasan (PMK.04, 2013). 
Surat Penyerahan Penagihan Penagihan Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) yang selanjutnya disebut STCK-3 merupakan surat 
penyerahan penagihan PPN atas barang kena cukai ke Direktorat 
Jenderal Pajak (PMK.04, 2013). 
g. Surat Paksa 
Surat paksa merupakan surat perintah untuk membayar 
utang pajak dan biaya penagihan pajak. Biya penagihan pajak 
dalam hal ini pajak yang dimaksud ialah cukai, yang merupakan 
biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksankan 
penyitaan, pengunguman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai 
dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan. Surat Paksa 
diterbitkan atas Utang Cukai dalam hal sebagai berikut: 
1) Tidak dilunasi oleh penanggung cukai setelah lewat 21 (dua 
puluh satu) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan Surat 
Teguran (STCK-2). 
2) Terhadap Penanggung Cukai telah dilaksanakan Penagihan 
Seketika dan Sekaligus. 
3) Penanggung Cukai tidak memenhi ketentuan sebagaimana 
tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau 
penundaan pembayaran Utang Cukai (Undang-Undang No.19, 
2000). 
  Atas tagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 
Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan 
(PPh), pada hari yang sama dengan penerbitan Surat Paksa, 
akan diterbitkan surat pemberitahuan piutang pajak dalam 
rangka impor (SP3DRI) atau STCK-3. Surat Paksa diterbitkan 
oleh pejabat yang ditunjuk dan diberitahukan oleh Jurusita 
beacukai dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat 
Paksa kepada Penanggung Cukai (PMK.04, 2013). 
Pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung cukai 
dilaksanakan oleh Jurusita Bea dan Cukai dalam berita acara. 
Pemberitahuan Surat Paksa sebagai pernyataan bahwa Surat 
Paksa telah diberitahukan. Berita acara tersebut ditandatangani 
oleh Jurusita Bea dan Cukai dan Penanggung cukai. Hasil 
penyampaian Surat Paksa kepada penanggung cukai kemudian 
dilaporkan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa 
dengan menggunakan laporan pelaksanaan Surat Paksa 
(PMK.04, 2013).
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